BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Peranan yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan
Penegakan hukum Razia Lalu Lintas oleh polisi menurut Peraturan
Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan dasar
dari kewenangan Polisi Lalu Lintas melakukan razia kendaraan di jalan dan
peranan polisi sebagai penegak hukum yang akuntabel merupakan dasar dan
bukti bahwa Indonesia benar benar sebagai Negara hukum, namun peranan
polisi dalam rangka penegakan hukum razia lalu lintas belum berjalan
optimal.

2. Faktor-faktor penghambat peraturan pemerintah no.80 tahun 2012 tentang
tata cara pemeriksaan kedaraan bermotor terdapat dalam pelaksanaan
penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan
kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mengatasi peningkatan pelanggaran lalu

lintas di jalan raya yaitu:
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a. Faktor masyarakat
Faktor masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Pola berfikir dan
perilaku masyarakat yang relatif kurang mempengaruhi terhadap kesadaran
hukum mereka mengenai peraturan berlaku yang cenderung lemah.

b. Faktor kurangnya personil, sarana dan prasarana
Faktor kurangnya personil, sarana dan prasarana juga merupakan faktor
penghambat. Kurangnya personil sangat berpengaruh terhadap Kkinerja
Satlantas yang kurang optimal dan juga kerusakan jalan ataupun kurang
memadainya rambu-rambu lalu lintas atau lampu penerangan menjadi sangat
berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

c. Faktor penegak hukum
Faktor penegak hukum seperti kurangnya personil kepolisian ataupun ulah
oknum-oknum kepolisian yang melanggar lalu lintas juga menjadi faktor
penghambat. Kurangnya personil kepolisian cukup banyak berpengaruh
terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas karena tidak semua jalan raya di
Kota Bandar Lampung akan langsung mendapatkan pengawasan dari
kepolisian. Lalu juga ulah segelintir oknum kepolisian yang melakukan
pelanggaran lalu lintas yang mebuat persepsi masyarakat terhadap aparat
penegak hukum menjadi kurang baik.
Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi penghambat/kendala Satuan Lalu

Lintas dalam pelaksanaan penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan
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penanganan kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mengatasi peningkatan kecelakaan
dan pelanggaran lalu lintas di jalan raya.
5.2. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam

kesempatan ini disarankan sebagai berikut:

1. Aparat Satuan Lalu Lintas agar terus melaksanakan tilang atau operasi
kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala atau sesuai dengan
prosedur atau aturan yang berlaku agar tingkat angka kecelakaan dan
pelanggaran lalu lintas terus berkurang setiap tahunnya. Serta menambah
personil unit Satlantas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan lebih
optimal.

2. Kepada Pemerintah atupun pihak yang terkait agar sarana dan prasarana lalu
lintas dapat diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan berkendara
masyarakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0.80 Tahun 2012
Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perluh disosialisasikan lebih
kepada masyarakat, agar masyarakat akan lebih patuh hukum dalam berlalu
lintas.

3. Perlu adanya kesadaran dari setiap masyarakat untuk taat pada hukum dan
aturan yang berlaku agar tingkat pelanggaran lalu lintas yang dapat berkurang
serta kesadaran masyarakat untuk menghormati aparat yang sedang bertugas

karena dengan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat
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kepolisian dapat lebih efektif dan efisien. Pihak kepolisian juga harus dapat
menjunjung tinggi kode etik kepolisian untuk dapat menjaga wibawa dan citra
kepolisian di mata masyarakat,agar terjadi penegakan hukum yang akuntabel

dan bertanggung jawab.
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